Menimbang

Mengingat

BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



10.

11.

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten
Pelalawan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2019 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019
Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2021.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Pelalawan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah vyang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pelalawan.

Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di
Kabupaten Pelalawan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Pelalawan yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten
Pelalawan adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pelalawan yang selanjutnya disingkat RPJMD
Kabupaten Pelalawan adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak
dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan
Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Kabupaten
Pelalawan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vyang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang



diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati
dengan DPRD.

14. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja dan kegiatan PD serta
rencana pembiayaan.

15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan dan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 2
RKPD dimaksudkan sebagai :

a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir
RKA Perangkat Daerah; dan

b. Pedoman penyusunan Rancangan KUA, PPAS serta
Rencana APBD.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3
RKPD bertujuan :

a. mewujudkan program pembangunan Daerah yang
sinergis, selaras, seimbang dan berkesinambungan,
sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam RPJMD; dan

b. sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
menyusun program dan Kkegiatan yang dianggarkan
melalui APBD maupun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup RKPD meliputi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah,
Prioritas dan Sasaran Pembangunan, serta indikasi
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan.

Pasal 5

RKPD merupakan penjabaran dari RPJIMD Daerah Tahun
2016-2021.



BAB 11
SISTEMATIKA
Pasal6
Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdiri dari :
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB I Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB Il Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan
Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah;
e. BABV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerabh;
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; dan
g- BAB VIl Penutup.

Pasal7

(1) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dibiayai dengan dana yang bersumber dari
APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pegundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Juli 2020

y*"TBUPATI PELALAWAN,

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 30 Juli 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 55.

A



